
 
 

 

 

 

PROSEDUR PEMESANAN DAN PELUNASAN PITA CUKAI 

ROKOK DI KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN 
 

 

Procedures of Ordering and Settlement of Cigarette Excise Bands at Regional 

Office of Surveillance and Customs Panarukan 

 

 

 

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember 

 

 

 

 

Oleh 

 

Fidianti Dwi Arista 

NIM 110903101011 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS JEMBER 

2014  



 
 

 

 

 

PROSEDUR PEMESANAN DAN PELUNASAN PITA CUKAI 

ROKOK DI KPPBC CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN 
 

 

Procedures of Ordering and Settlement of Cigarette Excise Bands at Regional 

Office of Surveillance and Customs Panarukan 

 

 

 

 

 

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

 

 

 

 

Oleh 

Fidianti Dwi Arista 

NIM 110903101011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS JEMBER 

2014 



 

iii 

 

PERSEMBAHAN 

 

Laporan Praktek Kerja Nyata sebagai Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk: 

1. kedua orang tuaku, Ibu Amna dan Bapak Aris, terima kasih telah memberikan 

cinta kasih, semangat, dan doa; 

2. Guru-guru dari Taman Kanak-kanak sampai SMA serta dosen-dosen di 

perguruan tinggi Universitas Jember; dan 

3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

MOTTO 

 

“Citra yang baik merupakan modal utama dari suatu pelayanan” 

(Majalah Media Keuangan, April 2014:35)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Majalah Media Keuangan. Volume IX. No 80/April 2014. Transparansi 

Informasi Kebijakan fiskal.  

 

 

 



 

v 

 

PERNYATAAN 

 

 Saya bertanda tangan di bawah ini: 

  Nama : Fidianti Dwi Arista 

  NIM : 110903101011 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sesungguhnya Laporan Praktek Kerja 

Nyata yang berjudul “Prosedur Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Rokok Di 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama 

Panarukan “(Procedures of Ordering and Settlement of Cigarette Excise Bands at 

Regional Office of Surveillance and Customs Panarukan)” adalah benar-benar 

hasil kerja sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, 

belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya 

bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap 

ilmiah yang harus dijunjung tinggi. 

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan 

dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika 

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar. 

 

 

Jember, 17 Desember 2014 

Yang menyatakan, 

 

 

 

Fidianti Dwi Arista 

NIM 110903101011 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 

 

PERSETUJUAN 

 

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

   Nama  : Fidianti Dwi Arista  

   NIM  : 110903101011 

   Jurusan : Ilmu Administrasi 

   Program Studi : D III Perpajakan 

 Judul : "PROSEDUR PEMESANAN DAN 

PELUNASAN PITA CUKAI ROKOK DI 

KPPBC TIPE PRATAMA”. 

 

 

Jember, 17 Desember 2014 

Menyetujui, 

Dosen Pembimbing, 

 

 

Drs. M. Affandi, M.A 

NIP 19500304 197603 1 002 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

PENGESAHAN 

 

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pemesanan dan Pelunasan Pita 

Cukai Rokok Di KPPBC Tipe Pratama Panarukan “(Procedures of Ordering and 

Settlement of Cigarette Excise Bands at Regional Office of Surveillance and 

Customs Panarukan)” telah diuji dan disahkan pada: 

hari, tanggal : Rabu, 17 Desember 2014 

tempat  : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember 

 

 

Tim Penguji : 

  

Ketua        Sekertaris, 

 

 

 

Drs. Suhartono, M.P     Drs. M. Affandi, M.A 

NIP 196002141988031002    NIP 19500304 1976031002 

 

 

Mengesahkan 

Dekan, 

 

 

 

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A. 

NIP 195207271981031003 

 

 

 

 



 

viii 

 

RINGKASAN 

 

Prosedur Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Rokok Di KPPBC Tipe 

Pratama Panarukan; Fidianti Dwi Arista, 110903101011; 2014: 50 halaman; 

Program Studi D III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik  Univesitas Jember. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan. Tujuan Praktek Kerja Nyata 
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memahami prosedur pemesanan dan pelunasan pita cukai rokok di KPPBC Tipe 

Pratama Panarukan, yang kedua untuk mengetahui mekanisme kerja setiap 

bagian-bagian yang ada di KPPBC Tipe Pratama Panarukan. 

Manfaat Praktek Kerja Nyata yang pertama memperoleh kesempatan 

secara langsung untuk mengetahui prosedur pengawasan dan pelunasan pita cukai 

rokok, yang kedua menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja 
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Program Studi Diploma III Perpajakan, yang ketiga menambah pengetahuan 

dibidang cukai serta melatih diri untuk meningkatkan kemampuan dalam 
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Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan metode teknik dan praktik.  

Pada metode teknik penulis melakukan wawancara atau tanya jawab kepada 

pegawai yang berhubungan dengan pelayanan cukai, sedangkan metode praktik 
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Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan sebagai 
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Cukai yang lebih dominan dalam bidang cukai khususnya dalam kegiatan 

pemesanan dan pelunasan pita cukai rokok berusaha melakukan tugasnya dengan 

baik dalam pelayanan jasa. 

Setiap pelaksanaan di bidang cukai yaitu pemesanan dan pelunasan pita 

cukai rokok di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama 
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Panarukan ditangani oleh seksi pembendaharaan dan pelayanan dengan sistem 

Self Assesment System yaitu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak cukai untuk membayar cukai terutang sendiri kepada Bank 

Presepsi atau PT. Pos sehingga penerimaan dapat langsung masuk pada kas 

Negara. Sebelumnya UU Cukai menganut sistem Official Assesment yaitu 

penghitungan besarnya cukai dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai.    
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Cukai yang dalam konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya 

perlu diawasi. 

CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan 

Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau. 

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun 

tembakau iris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun 

tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu yang digunakan dalam pembuatanya. 

Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang 

dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 

Harga Jual Eceran (HJE) adalah Harga penyerahan pedagang eceran kepada 

konsumen terakhir yang didalamnya sudah termasuk pungutan cukai. 

Hasil Tembakau adalah meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan 

hasil pengolahan tembakau lainya, dengan tidak mengindahkan digunakan 

atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatanya. 

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai adalah izin untuk menjalankan 

kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, 

importir bahan kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan 

eceran. 

Permohonan Penyediaan Pita Cukai adalah dokumen cukai yang digunakan 

pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai ssebelum 

mengajukan dokumen pemesanan pita cukai. 

Sistem Aplikasi Cukai adalah sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi 

pemesanan yang dilakukan secara online. 
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Sigaret Kretek Mesin adalah sigaret yang dalam pembuatanya dicampur dengan 

cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan 

jumlah yang dalam pembuatannya mulai pelintingan, pemasangan filter, 

pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan 

pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin. 

Sigaret Kretek Tangan adalah sigaret yang dalam pembuatanya dicampur 

dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa 

memperhatikan jumlah yang dalam pembuatannya mulai pelintingan, 

pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan 

pelekatan pita cukai tanpa menggunakan mesin. 

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak adalah surat setoran yang digunakan 

untuk melunasi nilai pabean, cukai, dan pajak terutang. 

Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti adalah pemberitahuan 

kepada pengusaha tentang pengenaan biaya pengganti atas penyeediaan 

pita cukai yang telah diajukan dengan P3C HT tetapi tidak direalisasikan 

dengan CK-1. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penulisan Laporan 

Warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk mem-

bayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Mardiasamo 

(2011:5) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan pajak tidak 

langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya 

untuk membayar pajak, maka akan semakin besar pula pendapatan yang masuk 

dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari 

sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya 

peningkatan kesadaran dan keperdulian masyarakan di bidang perpajakan.  

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak tersebut kemudian akan 

digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, fasilitas 

publik, dan membiayai pembangunan guna usaha mensejahterakan rakyat.  

Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya 

seperti hasil perkebunan, pertanian, tambang dan lain sebagainya memiliki banyak 

potensi yang dapat digali untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya 

untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu sumberdaya alam yang sangat berpotensi 

untuk dikelola dan dapat mengahasilkan pendapatan bagi negara ialah di bidang 

perkebunan. Dalam bidang perkebunan banyak sekali komoditas yang dapat dijual 

baik dalam keadaan mentah maupun yang sudah di kelola seperti kopi, kelapa 

sawit, pala, tembakau dan lain sebagainya sehingga terlihat banyak pengusaha 

maupun importir yang berlomba-lomba untuk mendirikan usaha atau investasi 
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dalam bidang ini. Namun, dalam hal ini penulis hanya akan fokus pada salah satu 

yaitu hasil tembakau. Tembakau merupakan hasil perkebunan berupa daun yang 

mempunyai ukuran besar di bandingkan dengan daun-daun pada umumnya yang 

apabila diolah dapat menambah nilai tambah seperti rokok. Oleh karena itu hasil 

tembakau akan dikenai cukai. 

Menurut pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU 

No 11 Tahun 1995 tentang cukai, Cukai adalah Pungutan Negara yang di kenakan 

terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang di tetapkan 

dalam undang-undang. Sedangkan yang termasuk Barang Kena Cukai meliputi: 

Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Hasil 

Tembakau (HT). Selanjutnya berdasarkan pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 2007 

tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka yang di 

maksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik di 

maksud, mengandung arti: konsumsinya perlu di kendalikan, peredarannya perlu 

di awasi, peredarannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi 

keadilan dan keseimbangan, di kenai cukai berdasarkan undang-undang. 

Dalam hal ini penulis memfokuskan bahasan yang akan di bahas yaitu 

hasil tembakau. Hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris 

(TIS) yang diproduksi oleh pabrik rokok maupun produksi rumahan, hasil 

tembakau yang telah diproduksi sebelum di distribusikan harus memenuhi kriteria 

tertentu yang telah diatur dan di tetapkan dalam undang-undang. Salah satu 

kriteria yang penting adalah adanya pelekatan pita cukai dalam kemasan rokok 

yang merupakan suatu alat sebagai tanda pelunasan cukai terhadap barang kena 

cukai (BKC). Berdasarkan legalitasnya rokok dibagi menjadi dua yaitu rokok 

yang berlegalitas (rokok yang berpita cukai) dan rokok yang tidak berlegalitas 

(rokok yang tidak berpita cukai). Pembagian ini berdasarkan ada tidaknya pita 

cukai dan syarat pertama pengusaha pabrik atau importir dalam pemesanan pita 

cukai ialah harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 

(NPPBKC). 
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 Namun dalam pelaksanaannya tak jarang ditemukanya pelanggaran yang 

dilakukan oleh pengusaha demi melancarkan usaha produksinya. Pelanggaran 

yang dilakukan oleh pengusaha berkaitan dengan pita cukai antara lain pelekatan 

pita cukai yang bukan untuk peruntukannya, pita cukai bekas, cetakan yang 

menyerupai pita cukai, dilekati pita cukai milik pabrik rokok lain. Maka 

diperlukan pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini kantor bea dan 

cukai sebagai lembaga pengawas dalam bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, 

agar tidak terjadi pelanggaran para pengusaha harus mengetahui prosedur-

prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan pita cukai. 

Berdasarkan uraian di atas penulis memandang begitu menarik per-

kembangan yang telah terjadi hingga saat ini dalam praktek penyelenggaraan 

kegiatan kepabeanan dan cukai yang dalam pembahasan selanjutnya mengenai 

prosedur pelayanan pemesanan dan pelunasan pita cukai hasil tembakau. 

Sebagaimana materi tersebut pernah penulis dapatkan dalam satu mata kuliah di 

Diploma III Perpajakan maka penulis memilih Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan sebagai lokasi praktek kerja 

nyata untuk mendapatkan gambaran dan prosedur pelayanan pemesanan dan 

pelunasan pita cukai hasil tembakau secara langsung dan jelas. Setelah mendapat-

kan materi, bahan dan data mengenai hal tersebut dan untuk dapat lebih 

memahami permasalahan tersebut maka dengan pertimbangan penulis membuat 

laporan sebagai tugas akhir dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul 

“Prosedur Pelayanan Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau Di 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penerimaan Cukai mempunyai peranan yang cukup besar terhadap peranan 

penerimaan perpajakan. Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan 

selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu 

bukti, pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan Negara. Namun tak 

jarang ditemukan pelangaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak 

mematuhi Undang-Undang, bahkan terhadap pemesanan pita cukai. Pelanggaran 
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yang dilakukan oleh wajib pajak antara lain memakai pita cukai bekas, cetakan 

yang menyerupai pita cukai dan pelekatan pita cukai yang bukan untuk 

peruntukannya. Berdasarkan uraian dan data yang didapatkan saat Praktek Kerja 

Nyata maka Rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Prosedur Pemesanan dan 

Pelunasan Pita Cukai Rokok Di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai 

(KPPBC) Tipe Pratama Panarukan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata  

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata  

Adapun Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut: 

a. untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pelayanan Pemesanan dan 

Pelunasan  Pita Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan; dan 

b. untuk mengetahui mekanisme kerja atas bagian-bagian yang ada di KPPBC 

Tipe Pratama Panarukan khususnya yang menangani Cukai Rokok. 

  

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

Manfaat Praktek Kerja Nyata antara lain: 

a. memperoleh kesempatan secara langsung untuk memahami Prosedur 

Pelayanan Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau Di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama 

Panarukan; 

b. menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai 

penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Jember; dan 

c. menambah pengetahuan dibidang cukai serta melatih diri untuk menigkatkan 

kemampuan dalam mengahadapi situasi dan kondisi yang berbeda khususnya 

dalam dunia kerja. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 Untuk dapat menggambarkan permasalahan dalam suatu pembahasan 

materi secara jelas, maka seorang penulis perlu memberikan konsep atau terori 

yang mendasar sebagai pedoman untuk mengkaji suatu permasalahan dari 

pembahasan materi yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa hal yang penulis 

anggap penting untuk diinformasikan, di antaranya sebagai berikut. 

 2.1.1 Pengertian Cukai 

 Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas 

UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Cukai adalah pungutan Negara yang 

dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan 

karakteristik yang di tetapkan dalam undang-undang tentang cukai yaitu UU No. 

39 Tahun 2007. 

 

2.1.2 Pengertian Barang Kena Cukai 

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas 

UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Menyatakan bahwa Barang Kena Cukai 

adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang 

konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi.  

 

2.1.3 Objek Barang Kena Cukai 

 Menurut Modul Pengantar Cukai DTSD kepabeanan dan cukai hal (13) 

Objek Barang Kena Cukai adalah sebagai berikut. 

a. Etil Alkohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang  

digunakan dan proses pembuatannya berupa: barang cair, jernih dan tidak 

berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH 

yang diperoleh secara peragian, penyulingan maupun sintesa kimiawi.  
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b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan 

tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, 

termasuk konsentrat yang mengandung Etil Alkohol, yaitu semua barang 

cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang di 

hasilkan dengan cara peragihan, penyulingan atau cara lainnya, antara lain 

bir, shandy, anggur, gin, whisky dan yang sejenis. Termasuk disini 

pengertian mengenai Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol yaitu 

bahan yang mengandung Etil Alkohol yang digunakan sebagai bahan baku 

atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung Etil 

Aklohol. 

c. Hasil Tembakau, meliputi beberapa jenis sebagai berikut. 

1) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan 

yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa 

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan 

dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari: 

a) sigaret Kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 

dengan cengkih atau bagiannya, baik asli ataupun tiruan tanpa 

memperhatiakan jumlahnya;  

b) sigaret Putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa 

dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan; 

c) sigaret Kelembak Kemenyan yaitu sigaret yang dalam 

pembuatannya dicampur dengan kelembak atau kemenyan asli 

maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.  

2) Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran 

daun tembakau iris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa 

dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatanya. 

3) Rokok Daun adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun nipah, daun 

jagung, atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa 

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan 

dalam pembuatannya. 
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4) Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau 

yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti 

atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 

5) Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat 

dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat 

secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera 

konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu 

yang digunakan dalam pembuatannya. 

2.1.4 Tarif Cukai 

a. Pengenaan Tarif Cukai  

  Menurut PMK Nomor 179 Tahun 2012 pasal 3 menyatakan bahwa tarif 

cukai hasil tembakau ialah sebagai berikut. 

1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah 

dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. 

2) Bersaran tarif cukai hasil tembakau untuk masing-masing jenis hasil 

tembakau didasarkan pada. 

a) golongan pengusaha yang didasarkan pada masing-masing jenis 

dan jumlah produksi hasil tembakau sesuai batasan jumlah 

produksi pabrik. 

b) batasan harga jual eceran per batang atau per gram yang ditetapkan 

oleh Menteri (hanya berlaku bagi jenis tembakau iris /TIS dan hasil 

pengolahan tembakau lainnya /HPTL). 

b. Ketentuan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan BKC lainnya 

  Tarif atas Barang Kena Cukai yang di tetapkan dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 

tentang Cukai, adalah sebagai berikut. 

1) Terhadap hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, adalah: 

a) 275% ( dua ratus tujuh puluh lima persen) dan harga dasar apabila 

harga dasar yang digunakaan adalah harga jual pabrik; atau 
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b) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar 

yang digunakan adalah harga jual eceran. 

2) Terhadap tarif hasil tembakau yang di impor adalah: 

a) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dan harga dasar apabila 

harga dasar yang digunakaan adalah nilai pabean ditambah bea 

masuk; atau 

b) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar 

yang digunakan adalah harga jual eceran. 

3) Terhadap tarif barang kena cukai lainnya yang dibuat di Indonesia 

adalah: 

a) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila 

harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau 

b) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar 

yang digunakan harga jual eceran. 

4) Terhadap tarif barang kena cukai lainnya yang di impor adalah: 

a) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila 

harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea 

masuk; atau 

b) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar 

yang digunakan harga jual eceran. 

 

2.1.5 Harga Dasar 

 Menurut Pasal 6 UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU 

No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Harga dasar yang digunakan untuk peng-

hitungan cukai atas BKC adalah sebagai berikut. 

a. Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas BKC yang bi 

buat di Indonesia  adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran (HJE). 

b. Harga dasar yang digunakan untuk penghitungan cukai atas BKC yang 

diimpor adalah nilai pabean daitambah BM/HJE. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetepan harga dasar diatur dengan 

peraturan menteri. 
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2.1.6 Pengenaan Cukai  

Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di 

Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor 

pada saat pemasukannya kedalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan 

Undang-undangan tentang Kepabeanan. 

  

2.1.7 Tidak Dipungut Cukai 

 Berdasarkan pasal 8 UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU 

No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai 

terhadap antara lain: 

a) tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia 

yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk 

penjualan eceran atau dikemas dengan bahan pengemas tradisional 

yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatanya tidak dicampur 

atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau 

bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau 

dan/ atau pada kemasanya ataupun tembakau irisnya tidak dibumbui 

merek dagang, etiket, atas yang sejenis itu; 

b) minuman yang mengandung Etil Alkohol hasil peragihan atau penyu-

lingan yang dibuat oleh rakyat Indonesia secara sederhana, semata-

mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan ecer-

an. 

c) BKC yang diangkut terus dan diangkut lanjut dengan tujuan luar 

daerah pabean; 

d) BKC yang diekspor; 

e) BKC yang dimasukan kedalam pabrik atau tempat penyimpanan; 

f) BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam 

pembuatan barang yang hasil akhirnya merupakan barang kena cukai; 

g) BKC yang telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, 

tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk 

dipakai. 
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2.1.8 Pembebasan Cukai 

 Menurut pasal 9 UU No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 

Tahun 1995 tentang cukai. Dalam hal tertentu pembebasan cukai dapat diberikan 

atas Barang Kena Cukai antara lain: 

a. BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam 

pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan BKC; 

b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

c. untuk keperluan perwakilan Negara asing peserta para pejabatnya yang 

bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 

d. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan 

atau organisasi internasional di Indonesia; 

e. BKC yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas 

batas, atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang di tentukan; 

f. BKC yang di pergunakan untuk tujuan sosial; dan 

g. BKC yang di masukan kedalam tempat penimbunan berikat. 

 

2.1.9 Pengembalian Cukai  

  Berdasarkan pasal 12 Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU 

No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Pengembalian cukai dapat dilakukan bila 

sebagai berikut. 

a) Terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan mak-

sudnya ialah kesalahan penghitungan dalam perkalian, pengurangan, 

dalam penetapan tarif atau harga, atau kesalahan dalam pencacahan. 

b) Barang kena cukai di ekspor. 

c) Barang kena cukai yang diolah kembali dipabrik atau dimusnahkan. 

d) Barang kena cukai yang mendapatkan pembebasan cukai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9. 

e) Pita cukai dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai. 

f) Terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat keputusan pengadilan 

pajak. 
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Pengembalian cukai sebagaimana diatas dilakukan paling lama 30 hari 

sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran. Apabila pengembalian cukai 

dilakukan setelah jangka waktu 30 hari tersebut maka pemerintah 

memberikan bunga 2% perbulan dihitung setelah jangka waktu tersebut 

berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian. 

 

2.1.10 Pelunasan Cukai  

 Menurut Pasal 7 ayat (3) UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas 

UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Pelunasan Cukai dapat dilakukan dengan 

antara lain: 

a. pembayaran; 

b. pelekatan pita cukai; atau 

c. pembubuhan tanda pelunasan cukai. 

Pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada pengusaha pabrik 

dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal 

pengeluaran barang kena cukai tanpa dikenai bunga. Penundaan pembayaran 

cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 

90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang 

melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai paling lama 45 (empat 

puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai bagi yang 

melaksanakan pelunasan dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.  

 

2.2 Dasar Hukum  

  Dasar Hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dalam 

Pelaksanaan pelunasan Cukai Hasil Tembakau antara lain: 

a. UU No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai; 

b. Kementerian Keuangan No. PER/-49/BC/2011 Tentang Penyediaan dan 

Pemesanan Pita Cukai dan No. 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Pita 

Cukai; 

c. Modul Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai Tahun 2012. 
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BAB 3 GAMBARAN UMUM KPPBC PANARUKAN 

 

3.1 Sejarah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) 

Tipe Pratama Panarukan 

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe 

Pratama Panarukan adalah suatu intalasi dan pelaksanaan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai yang keberadaannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada kantor wilayah. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 sesuai dengan 

pasal 115 tugas dari KPPBC adalah daerah wewenangnya berdasarkan perundang-

undangan. 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang merupakan tempat 

Praktek Kerja Nyata penulis merupakan KPPBC dengan Tipe Pratama. Tipe 

Pratama merupakan salah satu tipe dari beberapa yang ada dibawah DJBC yang 

berarti pelayanan yang diberikan melalui satu pintu yang telah di launching pada 

tanggal 21 Desember 2012 setelah adanya reformasi birokrasi. 

Berdasarkan LAKIP 2014 Kantor KPPBC Tipe Pratama Panarukan terletak di 

Jalan Raya Wringin Anom 366 Panarukan Situbondo. Namun sebelumnya 

berpindahnya di alamat tersebut Kantor Bea Cukai ini bertempat di Jalan Raya 

Pelabuhan Panarukan dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai dan setelah 

adanya peresmian kantor yang dilasanakan oleh Bapak DR. RB. Permana Agung 

selaku Sekertaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan atas nama DJBC 

pada tanggal 27 juli 1992 namanya berubah menjadi Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe C kemudian berubah menjadi tipe B dan terakhir kali lounching pada 

tanggal 21 Desenber 2012 tersebut menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama ini berdiri diatas tanah air seluas 2500 m 

dan luas bangunan 800 m serta sisanya digunakan sebagai lahan parker dan 

tempat pemusnahan bahan sitaan yang berada disamping kantor. 
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  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Reppublik Indonesia Nomor 

168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dijelaskan bahwa daerah 

wewenang yang menjadi wilayah kerja kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Pratama Panarukan meliputi 3 (tiga) Kabupaten yang berada 

diujung timur pulau jawa yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan 

Kabupaten Jember.  

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panaruk-

an merupakan daerah kerja pengawasan dengan rincian sebagai berikut. 

a. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Pelabuhan Laut sebanyak 5 Pos. 

b. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kantor Pos Lalu Bea sebanyak 1 Pos. 

c. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kawasan Berikat sebanyak 1 Pos. 

d. Pos Pengawasan Bea dan Cukai KITE sebanyak 2 Pos. 

Tabel 3.1 

Daerah Kerja Pengawasan di Lingkungan KPPBC Panarukan 

No Pengawasan Lokasi 

1. Pelabuhan Laut Besuki, Kalbut, Jangkar, Puger, Panarukan 

2. Kantor Pos Lalu Bea Jember 

3. Kawasan Berikat Jember 

4. KITE (Kemudahan 

Impor Tujuan Ekspor) 

Bondowoso,Situbondo 

5. Wilayah Daerah  

Pengawasan 

Kab.Situbondo, Kab.Bondowoso, Kab. Jember 

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan 2014.  

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut. 

a. Pelabuhan Laut 

yaitu pos yang berada dikawasan laut yang tujuanya untuk melakukan 

pengawasan dalam kegiatan kepabeanan dan cukai yang melalui laut. 
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b. Kantor Pos Lalu Bea 

yaitu sebuah kantor yang bertugas melakukan pemeriksaan dan 

pengawasan terhadap barang-barang kiriman paket yang berasal dari luar 

negeri yang dalam pelaksanaanya bekerja sama dengan kantor Pos. Pada 

Kantor Pos Lalu Bea ini mencakup 5 kabupaten yaitu Situbondo, 

Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. 

c. Kawasan Berikat  

Yaitu kawasan yang digunakan untuk melakukan penimbuunan, 

pengolahan dan/atau penyediaan barang dengan tujuan tertentu dengan 

mendapatkan penangguhan bea masuk. KB yang di tangani KPPBC Tipe 

Pratama Panarukan Situbondo berada di PTPN X BOBBIN Unit Industri 

Jelbuk Jember. 

d. KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) 

KITE ini berada pada dua tempat yaitu pada PT BONINDO yang 

bertempat di Grujugan-Bondowoso dan pada perusahaan Panca Mitra yang 

bertempat di Landangan-Situbondo. Perbedaan antara KITE dan KB ialah 

pada KITE apabila melakukan kegiatan impor bahan baku yang akan di 

ekspor kembali maka akan mendapatkan jaminan sebesar BM dan tidak 

ada petugas Bea dan Cukai yang berada di tempat, sedangkan KB tanpa 

mendapatkan jaminan namun terdapat petugas Bea dan Cukai yang 

mengawasi di tempat kawasan berikat. 

 

3.2 Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

(KPPBC) Tipe Pratama Panarukan  

Dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi yang melakukan pengawas-

an dan memberikan pelayanan KPPBC Tipe Pratama Panarukan memiliki visi, 

misi, motto, dan strategi yang jelas. 
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Visi:   selalu memberikan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai untuk 

kepuasan pengguna jasa. 

Misi: memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa dibidang 

kepabeanan dan cukai secara profesional. 

KPPBC juga mempunyai MOTTO dalam mengemban tugasnya yakni 

UTAMA yang terurai sebagai berikut. 

U =  Unggul memberikan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai kepada 

pengguna jasa. 

T =  Tanggap terhadap tugas pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dan 

menyelesaikan dengan cepat dan tepat terhadap permasalahan. 

A = Amanah melaksakan kepercayaan yang diberika oleh DJBC dalam 

melayani pengguna jasa. 

M = Mahir dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan dibidang 

kepabeanan dan cukai secara profesional. 

A = Aktif belajar dan berusaha meningkatkan kualitas kinerja pengawasan 

dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UTAMA adalah KPPBC 

Tipe Pratama Panarukan memberikan pelayanan secara PROFESIONAL sesuai 

dengan tugas dan fungsi DJBC serta selalu meningkatkan kualitas pengawasan 

dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. 

Strategi: Mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan dibidang 

Kepabeanan dan Cukai. 
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3.3 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

(KPPBC) Tipe Pratama Panarukan 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukan segenap fungsi 

serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan oragani-

sasi. Jadi, untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi 

instansi mutlak diperlukan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai dalam Bab III pasal 119 menyebutkan bahwa Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari enam tipe yaitu sebagai 

berikut. 

a. KPPBC Tipe Madya Pabean. 

b. KPPBC Tipe Madya Cukai. 

c. KPPBC Tipe Madya Pabean A. 

d. KPPBC Tipe Madya Pabean B. 

e. KPPBC Tipe Madya Pabean C. 

f. KPPBC Tipe Pratama. 

Untuk KPPBC Panarukan termasuk kantor pengawasan dan pelayanan bea 

dan cukai yang menggunakan struktur organisasi tipe pratama yang kemudian 

selanjutnya disebut dengan KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Berikut ini 

merupakan Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan  

Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi Tata Kerja Vertikal Direktorat  

Jenderal Bea dan Cukai tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Berikut dibawah ini adalah struktur organisasi dalam KPPBC Tipe 

Pratama Panarukan yang telah ditetapkan. 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi di KPPBC Tipe Pratama Panarukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: LAKIP 2014 KPPBC Tipe Pratama Panarukan. 

Adapun tugas dan wewenang masing-masing fungsi atau bagian dalam 

struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Urusan Umum 

Bagian urusan umum mempunyai tugas antara lain: 

1) melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan 

rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan; 

2) penyusuan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
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b. Subseksi Penindakan dan Penyidikan (P2) 

Subseksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan data, pengolaan pangkalan data intelijen, pelaksanaan 

patroli dan operasi pencegahan, penindakan dan penyidikan tindak 

pidana dibidang kepabeanan dan cukai. 

c. Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan 

Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan mempunyai tugas antara lain:  

1) melakukan pengadminitrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, 

cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean 

dan pungutan Negara lainya yang dipungut oleh Direktorat 

Jenderal; 

2) pengadministrasian pengurusan permintaan dampen gembalian pita 

cukai, penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, 

denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, 

pungutan Negara lainya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal; 

3) pengadministrasian dan penyelesaian premi, penerbitan dan 

pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea 

masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat 

penimbunan pabean, dan pungutan Negara lainya yang telah jatuh 

tempo; 

4) pelayanan fasilitas dan perijinan dibidang kepabeanan dan cukai; 

5) penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan 

Pengusaha Barang Kena Cukai, pemerikasaan barang, pemerikasa-

an badan dan pengoperasian sarana deteksi; 

6) penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tariff bea masuk, terif 

bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor; 

7) penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, 

pajak dalam rangka impor dan pungutan Negara lainya; 

8) penetapan klasifikasi barang, tariff bea masuk, tarif bea keluar dan 

nilai pabean; 
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9) pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawas-

an pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan 

dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut; 

10) pelaksanan uruasan pembukuan dokumen cukai, pemeriksaan 

Pengusaha Barang Kena cukai, buku daftar dan dokumen yang 

berhubungan dengan barang kena cukai; 

11) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan 

kadar barang kena cukai; 

12) pengadministrasian perijinan, pengolaan, penatausahaan penim- 

bunan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang, 

pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan barang 

di Tempat Penimbunan Berikat dan Temapat Penimbunan Pabean,  

13) pelaksanaan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan 

tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara serta pelaksanaan 

urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang 

yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik dan atau 

busuk, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian 

dokumen kepabeanan dan cukai; 

14) penyajian data kepabeanan dan cukai. 

d. Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan 

Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas antara 

lain: 

1) melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengen-

dalian intern, pengolaan resiko, pengolaan kinerja, kepatuhan 

terhadap kode etik dan disiplin; 

2) tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi 

perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai dan 

administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak 

pidana di bidang kepabeanan dan cukai; 

3) pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat 

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 
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4) penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabean dan cukai; 

5) melakukan pelayan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan 

penggunaan jasa di bidang kepabeanan dan cukai. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasi oleh pejabar 

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. Jumlah Jabatan 

Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

Tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional ini adalah melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

 

3.4 Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) 

Tipe Pratama Panarukan 

Bidang tenaga kerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan 

mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan agar menjadi sumber 

daya manusia yang lebih baik dan profesional di bidang kerjanya. Sumber daya 

manusia antara lain masalah jumlah karyawan dan klarifikasinya, hari dan jam 

kerja, system penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan jabatan, dan 

kesejahteraan karyawan. Jumlah tenaga kerja dalam KPPBC Tipe Pratama 

Panarukan adalah sebanyak 27 orang. 

3.4.1 Hari dan Jam Kerja 

KPPBC Tipe Pratama dalam menjalankan kegiatanya menetapkan jam 

kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain: 
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Tabel 3.2 

Hari dan Jam Kerja KPPBC Tipe Pratam Panarukan 

Hari Senin-Kamis Hari Jumat 

Jam Kerja I  : 07.30 – 12.00 WIB 

Istirahat        : 12.00 – 13.00 WIB 

Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB 

Jam Kerja I  : 07.00 – 12.00 WIB 

Istirahat        : 11.00 – 13.00 WIB 

Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB 

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan 2014 

3.4.2 Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi serta peran 

organisasi, KPPBC Tipe Pratama Panarukan telah berupaya memberdayakan 

semua potensi dan sumber daya yang ada, khususnya SDM yang juga merupakan 

unsur utama dari aspek penunjang. Data menunjukan bahwa KPPBC Tipe 

Pratama Panarukan mempunyai 18 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang 

Kepala Kantor, 1 orang Kepala Urusan Umum, 1 orang Kasubsi P2, 1 orang 

Kasubsi Perbendaharaan, 1 orang Kasubsi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, 13 

orang pelaksana. Namun demikian, pelaksanaanya pengawasan masih dirasa 

kurang dengna jumlah SDM yang ada sehingga masih ada beberapa tempat 

pengawasan pelabuhan laut yang belum diawasi oleh petugas bea dan cukai, 

antara lain pelabuhan Besuki, Kalbut, dan Jangkar, namun pengawasan tetap 

dilakukan secara periodik. 

3.4.3 Sistem Penggajian 

 Pegawai pada KPPBC Tipe Pratama terdiri dari dua jenis yaitu pegawai 

negeri sipil dan pegawai kontrak maka sistem penggajian pegawai di lingkungan 

KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo juga terdapat dua macam. Bagi 

pegawai negeri sipil sistem penggajian yang dilakukan disesuaikan dengan status 

atau golongan yang dimiliki pegawai itu sendiri sedangkan bagi pegawai kontrak 
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sistem penggajiannya dilakukan berdasarkan sistem kontrak yang telah ditetapkan 

sehingga bagi pegawai kontrak setiap tahunnya harus memperbarui kontrak yang 

dimiliki. Selain itu juga adanya kenaikan gaji berkala yang dilakukan setiap 2 

(dua) tahun sekali.  

3.4.4 Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan 

 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan adalah dengan melakukan beberapa cara, sebagai berikut. 

a. Program Pembinaan Keterampilan Pegawai (P2KP) 

 Peningkatan kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama adalah dengan melakuakan program 

pembinaan keterampilan pegawai yang dilakukan satu hingga dua kali 

dalam sebulan. Dalam PPKP ini kegiatan yang dilakukan adalah 

menyampaikan perubahan peraturan ataupun peraturan terbaru kinerja 

pada pegawai yang dilakukan oleh Kepala Kantor. 

b. Sosialisasi  

 Sosialisasi yang dilakukan KPPBC Tipe Pratama panarukan dalam 

upaya meningkatkan kinerja pegawai ialah sosialisasi yang berkaiatan 

dalam pengenalan aturan-aturan baru yang ada mengenai kepabeanan 

maupun cukai. Sosialisasi yang dilakukan umumnya ditunjukan pada 

masyarakat namun para pegawai yang berkaitan juga tak luput dari 

penyampaian sosialisasi seperti sosialisasi tentang peraturan baru yang 

mengatur mengenai Harga Jual Eceran yang disampaikan KPPBC kepada 

para Stock Holder dari pabrik-pabrik rokok yang berada dibawah naungan 

KPPBC Tipe Pratama Panarukan. 

c. Training Retraining  

 Kegiatan yang dilakukan dalam training retraining ini adalah 

peningkatan dalam bidang IT. 
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d. Bimbingan Mental (Bintal) 

 Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan melayani 

pengguna jasa dalam bidang kepabeanan dan cukai maka sebagai manusia 

yang tidak hanya membutuhkan bimbingan secara fisik namun juga 

bimbingan secara mental. Bimbingan mental yang telah dilakukan KPPBC 

untuk para pegawai antara lain mengundang penceramah maupun 

motivator.    
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BAB.4 HASIL PRAKTEK KERJA NYATA 

 

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja nyata  

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat mutlak yang 

harus dilaksanakan oleh mahasiswa Diploma III Perpajakan dan telah menempuh 

matakuliah 90 SKS, guna untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) program 

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai acuan untuk menyusun tugas akhir. 

Dengan Praktek ini mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan dan 

mengaplikasikan teori yang diterima dibangku kuliah ke dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

  Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan yang dimulai 

tanggal 18 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 16 September 2014. Dalam 

kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis mempelajari beberapa kegiatan dalam 

bidang kepabeanan dan cukai, salah satunya tentang prosedur pelayanan 

pemesanan dan pelunasan pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Pratama 

Panarukan dengan menentukan PR.GAGAK HITAM sebagai objeknya.  

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis melakukan 

beberapa tahap syarat yang harus dilakukan, yaitu antara lain: 

a. Fakultas memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang syarat-syarat 

dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata (PKN); 

b. mencari tempat atau lokasi badan-badan usaha baik itu BUMN, BUMS, 

maupun BUMD dengan berbagai bidang usaha; 
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c. setelah ditentukan tempat untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama 

Panarukan yang beralamat di jalan Raya Wringin Anom 366 Panarukan 

Situbondo, diperlukan pembuatan proposal untuk pengajuan magang pada 

instansi yang dituju dan telak disetujui oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Jember dan Instansi yang dituju dengan mulai 

proses persetujuan proposal yang kemudian dibuatkan surat pengantar dari 

Fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan kepada instansi untuk 

dijadikan tempat pelaksanaan magang atau Praktek Kerja Nyata 

mahasiswa; 

d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama 

Panarukan memberikan ijin dengan memberikan surat balasan sebagai 

tanda kesediaan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Pratama Panarukan menerima mahasiswa untuk magang Praktek 

Kerja Nyata; 

e. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang 

bersangkutan akan melaksanakan PKN, tanggal pelaksanaan PKN yang di 

tanda tangani oleh Dekan Fakultas.  

  4.1.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Nyata 

a. Tempat Praktek Kerja Nyata 

Program praktek kerja nyata dilaksanakan di Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Paanarukan. 

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Pratama Panarukan yang berlangsung selama 30 hari 

dimulai dari tanggal 18 agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 september 

2014. Adapun hari efektif Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan namun berdasarkan 

kesepakatan bersama penulis selalu izin pada hari jum’at dikarenakan ada 

kegiatan bimbingan. 
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Tabel 4.1  

Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja nyata 

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin-Kamis 07.30-17.00 12.00-13.00 

Jumat 07.00-17.00 11.30-13.00 

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan 2014 

Selain itu ada beberapa peraturan dalam pelaksanaan PKN ini yaitu: 

a. khusus pada hari jum’at terdapat kegiatan yang diisi untuk senam atau 

kerja bakti yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan 08.30 

WIB yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kerja hingga pukul 

11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan 

kegiatan sholat jumat) kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 WIB 

hingga 17.00 WIB; 

b. untuk hari sabtu adalah hari libur, demikian juga dengan pelaksanaan 

PKN juga libur. 

4.1.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Tanggal Kegiatan Hasil 

Minggu I 

18 agustus s/d 

22 agustus 

2014 

a. Diterima oleh KPPBC Tipe Pratama 

Panarukan dengan perwakilan Ibu 

Yuyun selaku staf Bagian Umum 

yang memberikan penjelasan 

singkat tentang tatatertib yang harus 

diikuti oleh peserta PKN. 
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b. Diterima oleh Bapak Susanto selaku 

kepala Kantor yang menanyakan    

maksud dan tujuan PKN di KPPBC 

Tipe Pratama Panarukan serta 

menanyakan judul yang akan 

diangkat sebagai Tugas Akhir. 

c. Perkenalan dengan seluruh para 

pegawai KPPBC Tipe Pratama 

Panarukan atau bagian para 

pegawai.  

d. Ditempatkan di Ruang Media 

Center. 

e. Konsultasi dengan Bapak Edi 

selaku Kepala Urusan Umum 

tentang judul Tugas Akhir dan di 

tujukan kepada subseksi yang 

berkaitan dengan judul yang di 

ambil oleh penulis yaitu di 

Pembendaharaan dan Pelayanan dan 

Kepatuhan Internal dan penyuluhan. 

 

 

 

 

 

 

c. penulis mengetahui 

fungsi atau bagian 

para pegawai.  

 

Minggu II 

25 agustus s/d 

29 agustus 

2014 

a. Mengikuti sosialisasi tentang 

Program Pembinaan Keterampilan 

pegawai (P2KP) dalam rangka 

perkenalan kepala kantor yang baru. 

b. Diberi sedikit penjelasan mengenai 

cara mengisi dokumen pemesanan 

pita cukai (CK-1) di pembenda-

haraan dan pelayanan. 

c. Di beritahu tentang rumus dan cara 

menghitung tentang seri-seri pita 

cukai beserta ciri-cirinya. 

a. Penulis 

mendapatkan 

penjelasan tentang 

perubahan peratur-

an terbaru kinerja 

para pegawai dan 

peraturan tentang 

pembayaran cukai. 
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d. Diberi penjelasan tentang wilayah 

batasan kerja, struktur organisasi 

dan tata cara kerja di KPPBC Tipe 

Pratama Panarukan. 

e. Membantu mengentry surat masuk 

dan keluar dibagian umum. 

 

 

Minggu ke III 

1 september 

s/d 5 

september 

2014 

a. Ditempatkan di Kantor Pos Lalu 

Bea (KPLB) Jember yang salah satu 

pengawasan dari KPPBC  Tipe 

Pratama Panarukan yang menaungi 

5 kabupaten Situbondo, Jember, 

Banyuwangi, Bondowoso dan 

Lumajang. 

b. Diterima oleh Bapak Salim, Ibu 

Ninik.S dan E.Wiwik (dari pihak 

Bea dan Cukai) dan Bapak Edi (dari 

pihak kantor pos) sebagai pelaksana 

dalam menjalankan tugas 

pemeriksaan. 

c. Melaksanakan kegiatan pemeriksa-

an barang kiriman internasional 

yang berupa bungkusan atau paket. 

d. Memasukan data pemeriksaan 

kedalam lembar Pencacahan Paket 

Kiriman Pos (PPKP) rangkap 2. 

a. Penulis 

mendapatkan 

penjelasan tentang 

pencacahan paket 

kiriman pos inter-

nasional. 
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Minggu ke IV 

dan V 

8 september 

s/d 16 

september 

2014 

a. Mengikuti sosialisasi Billing  

(pembayaran secara elektronik atau 

online) dengan Billing pengusaha 

tidak perlu mengisi SSPCP untuk 

melunasi pabean, cukai dan pajak 

terutang yang dijelaskan oleh 

pegawai dari kantor pusat 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

(DJBC) di Aula KPPBC Tipe 

Pratama Panarukan. 

b. Membantu mengentry surat–surat di 

bagian umum. 

c. Membantu mengentry data PPKP di 

pembendaharaan dan pelayanan. 

d. Mencari data-data dalam me-

nyelesaikan laporan.  

e. Pamit dengan seluruh pegawai di 

KPPBC Tipe Pratama Panarukan. 

a. Penulis 

mendapatkan 

penjelasan tentang 

peraturan baru ten-

tang cara pelunasan 

cukai dengan sis-

tem baru. 
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4.2 Prosedur Pelayanan Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Rokok Di 

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama 

Panarukan 

Berdasarkan Pelaksanan PKN yang telah penulis laksanakan di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan penulis 

banyak memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan memahami secara 

langsung mekanisme kerja setiap bagian-bagian yang ada di KPPBC Tipe Pratama 

Panarukan. Penulis juga memperoleh tambahan pengetahuan tentang 

permasalahan yang berhubungan dengan cukai sehingga penulis dapat 

memperoleh gambaran serta pembahasan materi yang cukup jelas mengenai 

prosedur pelayanan pemesanan dan pelunasan pita cukai.  

Selama melaksanakan kegiatan PKN di KPPBC Tipe Pratama Panarukan 

penulis banyak mendapatkan data-data tentang pelayanan pemesanan dan 

pelunasan pita cukai. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan 

beberapa pihak yang terkait langsung dengan masalah pita cukai dan beberapa 

data tertulis berupa UU, Keputusan Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri 

Keuangan, modul kementerian keuangan, serta makalah-makalah yang 

berhubungan dengan pita cukai untuk dijadikan acuan dalam pembuatan laporan 

tugas akhir. Adapun data-data yang penulis dapatkan berupa total realisasi cukai 

tahun 2013 dan 2014. 
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Tabel 4.3 

Total Realisasi Cukai Tahun 2013 KPPBC Panarukan 

BULAN PENERIMAAN CUKAI 

Januari 649,104,000 

Pebruari  1,019,740,400 

Maret 702,130,200 

April 3,102,560,000 

Mei 14,796,790,400 

Juni 18,235,036,300 

SEMESTER I 38,505,361,300 

Juli 39,796,828,600 

Agustus  419,040,000 

September 23,385,367,800 

Oktober 26,077,570,700 

November 26,260,417,700 

Desember 30,285,204,000 

SEMESTER II 146,224,428,800 

TOTAL 184,729,790,100 

Sumber: Laporan Monitoring Penerimaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan 2013. 
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Tabel 4.4 

Total Realisasi Cukai Tahun 2014 s/d Bulan Agustus KPPBC Panarukan 

 

BULAN PENERIMAAN CUKAI 

Januari 19,906,466,800 

Pebruari  26,610,393,700 

Maret 41,264,815,600 

April 12,609,200,700 

Mei 862,472,600 

Juni 1,125,037,000 

SEMESTER I 102,378,386,400 

Juli 226,354,300 

Agustus  591,295,000 

September 0 

Oktober 0 

November 0 

Desember 0 

SEMESTER II 817,649,300 

TOTAL 103,196,035,700 

Sumber: Laporan Monitoring Penerimaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan 2014. 

 

Selain data Total Realisasi cukai penulis juga mendapatkan data mekanisme 

pelayanan cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Pratama Panarukan sebelum 

melakukan pemesanan dan pelunasan pita cukai rokok ada beberapa prosedur 

yang harus dipenuhi terlebih dahulu.  

 

4.2.1 Prosedur Pelayanan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Pajak di KPPBC 

Tipe Pratama Panarukan  

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang produksi hasil tembakau harus 

mempunyai identitas terlebih dahulu berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang 

Kena Cukai (NPPBKC). Proses pengelolaan data NPPBKC adalah sebagai 

berikut. 
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a. Untuk mendapatkan NPPBKC pengusaha harus mengajukan permohonan 

kepada Direktur Jendral Bea dan Cukai melalui KPPBC Tipe Pratama 

Panarukan dengan terlebih dahulu menyerahkan denah lokasi pabrik. 

b. Berdasarkan berkas permohonan yang diajukan dilakukan pemeriksaan 

lapangan terhadap lokasi pabrik. 

c. Hasil pemerikasaan lokasi dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan 

lokasi pabrik. 

d. Berita Acara Pemeriksaan lokasi direkam pada SAP Cukai. 

e. Kalau berdasarkan hasil pemerikasaan lapangan terhadap lokasi pabrik 

hasilnya dinyatakan telah memenuhi syarat, pengusaha dapat mengajukan 

PMCK-6 berikut formulir registrasi yang telah diisi dengan lengkap dan 

benar. 

f. Data registrasi direkam oleh petugas di KPPBC Tipe Pratama Panarukan. 

g. Kalau semuanya sudah sesuai ketentuan, NPPBKC dapat diterbitkan oleh 

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama 

Panarukan. 

h. Setelah surat keputusan penerbitan NPPBKC diterbitkan oleh Kepala 

Kantor, segera direkam di SAC. 

4.2.2 Prosedur Pelayanan Harga Jual Eceran (HJE) Di KPPBC Tipe Pratama 

Panarukan 

Setelah pengusaha hasil tembakau memperoleh NPPBKC yang 

bersangkutan harus mengajukan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau yang 

diproduksi ke KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Kalau HJE hasil tembakau 

disetujui, barulah permohonan penyediaan pita cukai dapat dilayani. Pengelolaan 

data HJE dimulai dari pengajuan HJE ke KPPBC Tipe Pratama Panarukan sampai 

terbitnya surat keputusan penetapan HJE. Prosesnya adalah seperti pada skema 

dibawah ini. 
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Tabel 4.5  

Proses Penetapan HJE/Merk Cukai Hasil Tembakau 

Pengusaha KPPBC (Seksi Cukai) 
KP DJBC 

(Dit.Cukai) 

   

Sumber: Modul Kementerian Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai. 

Pembatalan 

SKEP Merk/HJE 

 

SKEP 

Merk/HJE 

Reject 

Permohonan 

HJE/Merk 

Mulai 

Selesai 

Rekam Pembatalan SKEP 

Merk/HJE 

 

Perekaman 

Nomor  SKEP 

Merk/HJE 

 

Cetak Konsep 

SKEP 

Merk/HJE 

 

Ok Keputusan 

Valid 

Validasi  Permohonan 

HJE/merk Oleh Petugas 

dengan bantuan profil 

merk/HJE yang ada 

Rekam Data 

permohonan HJE/Merk 

Rekomendasi/ 

Instruksi 

Pembatalan 

SKEP 

Merk/HJE 

 

Ok 

Verifikasi ulang 

penerbitan 

SKEP 

Merk/HJE 
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Penjelasan Tabel Skema: 

a. pengusaha mengajukan permohonan Harga Jual Eceran (HJE) ke seksi 

cukai di KPPBC Tipe Pratama Panarukan;  

b. data Harga Jual Eceran (HJE) direkam oleh seksi cukai di KPPBC Tipe 

Pratama Panarukan; 

c. data hasil perekaman divalidasi dan di analisa; 

d. petugas dapat menolak HJE dalam hal terjadi kemiripan merk atau disain 

kemasan hasil tembakau dengan HJE/ merk terlebih dahulu dimiliki oleh 

perusahaan lain; 

e. setelah datanya valid, validator memberikan rekomendasi bahwa datanya 

dapat diterima; 

f. pejabat pembuat keputusan meneliti ulang rekomendasi yang diberikan 

oleh validator; 

g. kalau pejabat pembuat keputusan tidak sependapat atau tidak setuju, maka 

permohonan HJE /merk ditolak dengan memberitahukan alasan penolakan. 

Form penolakan otomatis tercetak setelah keputusan dibuat; 

h. kalau pejabat pembuat keputusan sependapat dengan validator, konsep 

surat keputusan HJE/merk dapat di cetak; 

i. surat keputusan HJE/merk diberi nomor dan ditandatangani oleh Kepala 

KPPBC Tipe Pratama Panarukan; 

j. nomor SKEP direkam di SAP cukai; 

k. skep penetapan oleh kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan di verifikasi 

ulang oleh petugas di kantor pusat DJBC; 

l. kalau ternyata penetapan HJE/merk menyalahi ketentuan, kantor pusat 

dapat merekomendasiakan kepada kepala kantor KPPBC untuk 

membatalkan skep HJE/merk tersebut; 

m. kalau ada rekomendasi pembatalan HJE/merk dari kantor pusat DJBC, 

maka kepala KPPBC akan membuat surat pembatalan terhadap skep HJE 

yang direkomendasikan untuk dibatalakan.   
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4.2.3 Prosedur Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Rokok di KPPBC 

Tipe Pratama Panarukan 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-49/BC/2011 

Tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau, pita cukai hasil 

tembakau disedialan di Kantor Pusat dan di Kantor. Penyediaannya dilakukan 

dengan berdasarkan Pemohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C 

HT). P3C HT adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau 

importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyedian pita cukai 

kemudian mengajukannya pada kepala kantor untuk diteruskan pada kantor pusat 

dengan cara elektronik. Berikut adalah prosedur yang harus dilakukan pengusaha 

pabrik atau importir hasil tembakau dalam melakukan permohonan penyediaan 

pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Pratama Panarukan: 

a. pengusaha mengisi format P3C HT dengan lengkap; 

b. mengajukan P3C HT kepada KPPBC sebanyak rangkap 2 yang terdiri 

dari lembar pertama untuk kantor dan lembar kedua untuk pengusaha; 

c. pejabat penerima dokumen di KPPBC menerima P3C HT dari 

pengusaha dan meneliti kelengkapan pengisian P3C HT; 

d. dalam hal lengkap pejabat penerima dokumen merekam data P3C HT di 

aplikasi cukai dan membandingkan pengisian hardcopy P3C HT dengan 

data yang telah direkam, Sistem Aplikasi Cukai (SAC) akan meneliti dan 

memberi respon; 

e. dalam hal berkas permohonan diterima SAC akan mengirimkan respon 

tanda terima dan memberikan nomor P3C HT; 

f. pejabat penerima dokumen meneruskan hardcopy P3C HT ke kapsusi 

pembendaharaan dan pelayanan; 

g. kasupsi pembendaharaan dan pelayanan menerima hardcopy P3C HT 

dari pejabat penerima dokumen dan mendisposisi kepada pelaksana; 

h. pelaksana pada supsi pembendaharaan dan pelayanan menerima P3C HT 

dan membandingkan pengisian hardcopy P3C HT dengan data P3C HT 

yang telah direkam kemudian mencetak tanda terima untuk diberikan 
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kepada pengusaha atau importir untuk di tenda tangani apabila data P3C 

HT telah lengkap; 

i. pengusha atau importir menerima respon berupa tanda terima P3C HT 

dalam hal data telah lengkap, memeriksa dan mencocokan data P3C HT 

dengan data yang tertera pada tanda penerima, menanda tangani tanda 

terima dalam hal data P3C HT dan data yang tertera pada tanda terima 

telah sesuai dan kemudian menyerahkan kembali tanda terima untuk 

mendapatkan nomor P3C HT; 

j. sistem aplikasi cukai memberi nomor P3C HT. SAC sentralisasi akan 

meneruskan data P3C HT yang telah diberi nomor secara elektronik 

kekantor pusat; 

k. pelaksana pada subsi pembendaharaan dan pelayanan menerima tanda 

terima dan P3C HT, member nomor P3C HT, kemudian menyerahkan 

kepada kasubsi pembendaharaan dan pelayanan untuk di tanda tangani 

dan menyerahkan kembali pada pelaksana pada subsi pembendaharaan 

dan pelayanan membukukan P3C HT dalam buku bambu P3C HT dan 

mengarsipkan hardcopy P3C HT serta menyerahkan tanda terima dan 

P3C HT lembar kedua kepada pengusaha atau importir (pemohon). 

   Dalam melakukan P3C HT pengusaha pabrik atau importir dapat 

melakukan dalam 3 tahapan bila di perlukan yaitu: 

a. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT) Awal 

Pengusaha dapat mengajukan permohonan penyadiaan pita cukai 

mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan satu 

bulan berikutnya dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 periode 

persediaan untuk setiap jenis pita cukai, dikecualikan dari batas waktu P3C 

HT Awal diatas dalam hal:  

1) pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; 

2) pengusaha mengalami kenaikan golongan; 

3) pengusaha dengan NPPBKC yang telak aktif kembali setelah 

pembekuannya dicabut; 
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4) untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau 

5) terdapat kebijakan dibidang tarif cukai atau HJE. 

Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C HT 

Awal ini untuk setiap jenis pita cukainya paling banyak 100% dari 

rata-rata perbulan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir sebelum 

P3C HT Awal dengan memperhatikan batasan produksi golongan 

pengusaha pabrik atau jika tidak tersedia data rata-rata perbulan maka 

jumlah pita cukai yang diajukan adalah sesuai kebutuhan perbulan 

dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.      

b. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT) Tambahan 

P3C HT tambahan ini dilakukan dalam hal pita cukai yang telah 

disediakan berdasarkan P3C HT Awal tidak mencukupi, pengusaha dapat 

mengajukan P3C HT tambahan kepada Kepala Kantor KPPBC dengan 

ketentuan paling lambat hingga tanggal 20 artinya permohonan tambahan 

ini dapat dilakukan mulai tanggal 10 hingga 20  kecuali untuk kebutuhan 

pita cukai bulan Januari dan adanya kebijakan dibidang cukai atau HJE. 

Permohonan yang diajukan harus sama dengan jenis pita cukai yang sudah 

diajukan pada P3C HT Awal untuk periode yang sama.  

Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha dalam P3C HT 

tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C HT 

Awal yang telah diajukan dalam periode yang sama dengan 

memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.    

c. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C HT) Tambahan Izin Direktur 

Jenderal 

Dalam hal jumlah pita cukai yang dipesan berdasarkan P3C HT Awal 

dan P3C HT Tambahan tidak mencukupi, pengusaha dapat mengajukan 

P3C HT Tambahan Izin Direktur Jenderal dengan surat yang menyebutkan 

alasan pengajuan melalui Kantor dengan ketentuan paling lambat hingga 

tanggal 25 artinya permohonan tambahan ini dapat dilakukan mulai 

tanggal 20 hingga 25 kecuali untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari dan 
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adanya kebijakan dibidang cukai atau HJE. Permohonan yang diajukan 

harus sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3C HT 

Awal dan P3C HT Tambahan untuk periode yang sama. 

Kepala kantor kemudian melakukan penelitian atas P3C HT Tambahan 

Izin Direktur Jenderal beserta surat yang menyebutkan alasan pengajuan, 

dengan memeriksa sekurang-kurangnya:  

1) eksistensi perusahaan terkait persyaratan perizinan yang 

meliputi denah pabrik hasil tembakau dan alamat lokasi pabrik 

hasil tembakau; 

2) kapasitas produksi, jumlah alat produksi dan jumlah karyawan. 

Kemudian kepala Kantor membuat rekomendasi dengan 

mempertimbangkan hasil penelitian diatas, sisa persediaan pita cukai yang 

belum direalisasikan dengan CK-1 dalam penyediaan pita cukainya 

dilakukan dikantor, dan data-data CK-1 per bulan dalam kurun waktu 6 

(enam) bulan terakhir untuk setiap jenis pita cukai seta pendapat Kepala 

Kantor, selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan P3C HT Izin Direktur 

Jenderal dan surat rekomendasi ke kantor Pusat paling lambat pada hari 

berikutnya setelah surat rekomendasi selesai dibuat. 

Jumlah pita cukai yang diajukan oleh Pengusaha dalam P3C HT 

Tambahan Izin Direktur Jenderal, sesuai dengan kebutuhan dengan 

memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. Dalam hal 

jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C HT kurang dari 10 

lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai P3C HT adalah 10 lembar, 

pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C HT dilakukan 

dengan cara membulatkan jumlah kebawah dan dalam kelipatan 10 

(sepuluh). 
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4.2.4 Prosedur Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau di KPPBC 

Tipe Pratama Panarukan 

Pemesanan pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Pratama Panarukan 

pengusah pabrik atau importir harus menjalani prosedur atau tahapan-

tahapan yang telah ditetapkan dan di atur sesuai dalam Undang-Undang dan 

peraturan-peraturan yang berlaku. Pengusaha yang telah mengajukan P3C 

HT dapat melakukan pemesanan pita cukai dengan mengajukan CK-1 

kepada Kepala Kantor. CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan 

pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil 

tembakau. Pelaksanaan prosedur pelunasan pita cukai hasil tembakau secara 

tunai pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan diawali dengan pengambilan 

blangko CK1 pada pejabat penerima dokumen oleh pengusaha. Berikut 

tahapan-tahapan dalam pemesanan pita cukai hasil tembakau adalh sebagai 

berikut: 

a. Pengusaha mengisi dengan lengkap dan benar kemudian mengajukan 

CK-1 kepada pejabat penerima dokumen sebanyak 4 rangkap; 

b. Pejabat penerima dokumen menerima dan memeriksa kelengkapan 

pengisian CK-1; 

c. Pejabat penerima dokumen merekam data CK-1 diaplikasi cukai (SAC 

atau sistem aplikasi cukai) dengan membandingkan pengisihan hardcopy 

CK-1 dengan data CK-1 yang telah direkam. SAC akan meneliti dan 

memberi respon data CK-1. Dalam hl berkas permohonan diterima, SAC 

akan mengirimkan respon tanda terima dan memberikan nomor CK-1; 

d. Pejabat penerima dokumen meneruskan hardcopy CK-1 pada Kepala 

Seksi Kepabeanan dan Cukai dalam hal data CK-1 telah lengkap; 

e. Kepala Subseksi Pembendaharaan dan Pelayanan menerima hardcopy 

CK-1 dari pejabat penerima dokumen dan membandingkanya dengan 

data CK-1 yang telah direkam di SAC, kemudian mencetak tanda terima 

dan memberikan tanda terima kepada pengusaha untuk ditanda tangani 

dalam hal data CK-1 telah lengkap; 
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f. Pengusaha menerima, memeriksa, mencocokan data yang ada kemudian 

menandatangani tanda terima dan menyerahkan kembali pada pejabat 

penerima dokumen untuk mendapatkan nomor CK-1, kemudian Kepala 

Subseksi Pembendaharaan dan Pelayanan mencatat nomor dan 

menandatangani pada hardcopy CK-1 dan selanjutnya mendisposisi 

pelaksana untuk diteliti jenis pembayaranya, dalam hal ini secara tunai  

maka pejabat penerima dokumen menyerahkan CK-1 lembar ke-3 

kepada pengusaha untuk dilakukan pembayaran cukai dan pungutan 

Negara lainnya melalui bank persepsi atau pos persepsi serta 

menyerahkan hardcopy CK-1 lembar 1,2,4 kepada Kepala Subseksi 

Pembendaharaan dan Pelayanan; 

g. Setelah dibayarkan dan lunas maka pelaksanaa merekam data SSPCP 

pada aplikasi cukai. SAC membandingkan tanggal SSPCP dan CK-1, 

dalam hal SSPCP telah sesuai ketentuan tanggal pengajuan maka SAC 

mengirim respon nomor dan tanggal SSPCP; 

h. Pelaksana pada subseksi pembendaharaan dan pelayanan mencatat 

nomor dan tanggal SSPCP dan menyerahkan CK-1 ke Kasubsi 

Pembendaharaan dan Pelayanan untuk menandatangani CK-1 pada 

carik1; 

i. Kasubsi mendistribusikan CK-1 dalam hal penyediaan pita cukai di 

Kantor Pusat dengan menyerahkan CK-1 lembar ke-3 kepada pengusaha 

CK-1 lembar 1,2,4 kepada Kasubbag Umum untuk didistribusikan; 

j. Kasubsi Pembendaharaan dan Pelayanan menyetujui pengeluaran pita 

cukai dari gudang pita cukai untuk diserahkan kepada pengusaha dengan 

membuat tanda terima pita cukai dan menyerahkan pita cukai dengan 

jenis dan jumlah pita cukai sesuai CK-1 kepada pengusaha; 

k. Sistem aplikasi cukai dengan otomatis akan mengurangi saldo 

persediaan pita cukai di KPPBC Tipe Pratama Panarukan pengusaha 

telah menerima pita cukai mencocokan jenis dan jumlah pita cukai yang 

diterima dengan data yang tertera dalam CK-1 lalu menandatangani CK-

1 hal ke-2 carik II dan tanda terima pita cukai sebagai bukti telah 
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menerima pita cukai dengan lengkap dan benar, kemudian menyerahkan 

kepada pelaksana pada Subseksi Pembendaharaan dan Pelayanan.  

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 

30/BC/2014 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman 

Mengandung Etil Alkohol tahun anggaran 2014. Pita cukai hasil tembakau 

disediakan berbentuk lembaran dalam tiga seri yaitu: 

a. Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8 

cm X 11,4 cm; 

b. Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3 

cm X 17,5 am; 

c. Seri III berjumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 

cm X 4,5 cm. 

Pada setiap keping pita cukai terdapat foil hologram dengan ukuran lembar 

sebagai berikut: 

a. 0,7 cm untuk pita cukai Seri I; 

b. 0,5 cm untuk pita cukai Seri II; 

c. 0,5 cm untuk pita cukai Seri III. 

Desain setiap keping pita cukai Seri I, Seri II, Seri III, sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. lambang Negara Republik Indonesia; 

b. lambang Direktorat Jendral Bea dan Cukai; 

c. tarif cukai; 

d. angka tahun anggaran; 

e. harga jual eceran; 

f. teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”; 

g. teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”; 

h. jumlah isi kemasan; dan 

i. jenis hasil tembakau. 
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Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi 

tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalia pita cukai hasil 

tembakau. Yang dimaksud identitas khusus berupa penambahan karakter yang 

secara umum diambil dari nama pabrik. Personalia pita cukai hasil tembakau 

diberikan pada hasil tembakau jenis: 

a. Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek 

Tangan Filter (SKTF), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang 

diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II; 

b. Sigaret kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) yang 

diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II dan Golongan III; dan 

c. Tembakau Iris (TIS), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak 

Menyan (KLM), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya 

(HPTL). 

Pita cukai hasil tembakau memiliki cetakan dasar, masing-masing warna 

sebagai berikut: 

a. warna merah dominan dikombinasi warna kuning, digunakan untuk hasil 

tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang 

diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan I; 

b. warna hiajau dominan dikombinasi warna merah, digunakan untuk hasil 

tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT dan SPTF yang 

diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II; 

c. warna biru dominan dikombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil 

tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik 

Golongan III; 

d. warna ungu dominan dikombinasi warna merah digunakan untuk hasil 

tembakau dari jenis Tembakau Iris (TIS), Rokok Daun atau Klobot (KLB), 

Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan 

Tembakau Lainya (HPTL); dan 

e. warna abu-abu dominan dikombinasi warna ungu, digunakan untuk hasil 

tembakaau yang diimpor untuk dipakai didalam daerah pabean. 
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Untuk menghitung besarnya cukai yang terutang berdasarkan blanko CK-1 

menggunakan rumus: Jumlah Cukai= Seri x Isi x Lembar x Tarif Cukai 

a. Untuk menentukan besarnya harga eceran maka pengusaha diberi 

kebebasan untuk menentukannya sendiri sesuai dengan peraturan Menteri 

Keuangan RI Nomor 179/PMK.011/2012; 

b. untuk menentukan Seri yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2013 pasal 2; 

c. untuk menetukan lembar diisi dari banyaknya lembar yang berisi pita 

cukai yang dipesan. 

Adapun cara pelekatan pita cukai adalah sebagai berikut: 

a. pelekatan pita cukai harus menggunakan bahan pelekat yang sedemikian 

rupa sehingga tidak dapat dengan mudah dilepaskan dari kemasan dalam 

keadaan utuh; 

b. pelekatan pita cukai dalam kemasan dilakukan sedemikian rupa sehingga 

tidak menutupi tulisan nama dan lokasi pabrik serta peringatan pemerintah 

yang wajib dicantumkan pada kemasan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

c. pelekatan pita cukai dalam kemasan dilakukan sedemikian rupa sehingga 

apabila kemasan tersebut dibuka maka pita cukai akan ikut tersobek atau 

rusak.  
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4.3 Contoh Penghitungan Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Di 

KPPBC Tipe Pratama panarukan 

Untuk data yang penulis angkat dalam penulisan laporan ini penulis telah 

menentukan PR.GAGAK HITAM sebagai objeknya. Perusahaan Gagak Hitam 

adalah perusahaan rokok yang terletak didaerah Bondowoso dan berdiri pada 

tanggal 16 Desember 2004 pendiri pertama adalah P.H. Wasil Bellaulah seorang 

pahlawan bagi perusahaan Gagak Hitam, perusahaan ini di beri nama Gagak 

Hitam karena pada masa kecilnya P.H Wasil Beliaulah punya beberapa sahabat 

dan kemudian mereka memberi nama group mereka dengan Gagak Hitam sebagai 

tanda keakrabatan mereka.  

Pada awalnya P.H. Wasil bermodal 20 juta untuk mendirikan perusahaan 

Gagak Hitam dan uang itu, merupakan uang pribadinya dengan uang itulah 

kesuksesan yang luar biasa, dan perharinya dapat menghasilkan 150 juta di 

pemasaran menghasilkan 200 bal perhari, mulai sari awal sampai sekarang 

pendapatannya sudah mencapai 20 m. Seorang karyawan di gaji menurut 

kapasitasnya jika kapasitasnya tinggi maka gajinya juga tinggi dan begitu pula 

sebaliknya. Kapasitas produksi yaitu alat produksi linting 304 unit, packing 114 

unit, kapasitas @ 1500 batang / hari, jam kerja 8 jam / hari, tenaga kerja 418 

orang.  

Berikut daftar pesanan pita cukai 6 bulan terakhir Oktober 2013 s/d Maret 

2014. 
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Tabel 4.6  

Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp.5,300 6 Bulan Terakhir Oktober 2013 s/d 

Maret 2014 

Bulan Jumlah Pesanan Pita Cukai 

HJE Rp.5,300  

Jumlah Cukai  

Oktober 2013 100 Lember 35.280.000 

November 2013 100 Lembar 35.280.000 

Desember 2013 350 Lembar 123.480.000 

Januari 2014 - - 

Februari 2014 200 Lembar 70.560.000 

Maret 2014 200 Lembar 70.560.000 

TOTAL 950 Lembar 335.160.000 

Sumber: PR Gagak Hitam. 

 

Tabel 4.7 

Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp.5,000 6 Bulan Terakhir Oktober 2013 s/d 

Maret 2014 

Bulan 
Jumlah Pesanan Pita Cukai 

HJE Rp.5,000  
Jumlah Cukai 

Oktober 2013 1.500 Lembar 172.800.000 

November 2013 1.500 Lembar 172.800.000 

Desember 2013 3.000 Lembar 345.600.000 

Januari 2014 - - 

Februari 2014 2.000 Lembar 230.400.000 

Maret 2014 2.000 Lembar 230.400.000 

TOTAL           11.000 Lembar 1.152.000.000 

Sumber: PR Gagak Hitam. 
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Tabel 4.8 

Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp. 4,000 6 Bulan Terakhir Oktober 2013 s/d 

Maret 2014 

Bulan 
Jumlah Pesanan Pita Cukai 

HJE Rp. 4,000 
Jumlah Cukai 

Oktober 2013    500 Lembar 57.600.000 

November 2013 1.500 Lembar 172.800.000 

Desember 2013 2.500 Lembar 288.000.000 

Januari 2014 - - 

Februari 2014 1.000 Lembar 115.200.000 

Maret 2014 1.500 Lembar 172.800.000 

TOTAL 7.000 Lembar 806.400.000 

Sumber: PR Gagak Hitam. 

 

Di tabel pemesanan pita cukai di atas pada bulan Januari terlihat kosong atau 

pengusaha tidak melakukan pemesanan pita cukai karena jatah pelekatan pita 

cukai yang tahun lalu berakhir pada akhir bulan Januari, jadi pengusaha tidak 

melakukan pemesanan pita cukai.    

Tabel 4.9  

Daftar Harga Jual Eceran/Merk Perbatang dan Perkemasan dan Tarif Cukai 

Perbatang PR.Gagak Hitam    

Merk HJE/Kemasan HJE/Batang Tarif Cukai/Btg 

Gagak Hitam Filter Rp. 5.300 Rp. 441,66/btg   Rp.245/btg 

Gagak Hitam Kuning Rp. 5.000 Rp. 416,66/btg Rp.80/btg 

Gagak Hitam Gold Rp. 4.000 Rp. 333,33/btg Rp. 80/btg 

 

Dari ketiga Merk di atas jumlah produksi yang paling tinggi adalah merk 

Gagak Hitam Kuning yaitu sebesar 16.169.140 Batang, yang menengah adalah 

merk Gagak Hitam Gold yaitu sebesar 11.054.280 Batang dan Jumlah Produksi 

yang paling rendah yaitu merk Gagak Hitam Filter sebesar 1.250.880 Batang. 

Berikut adalah daftar jumlah Produksi Merk Gagak Hitam 6 Bulan terakhir 

Oktober 2013 s/d Maret 2014. 
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Tabel 4.10  

Daftar  Jumlah Produksi Merek Gagak Hitam  6 Bulan Terakhir Oktober 

2013 s/d Maret 2014 

Bulan 
Jumlah Produksi 

Merek Gagak 

Hitam Filter 

Jumlah Produksi 

Merek Gagak 

Hitam Kuning 

Jumlah Produksi 

Merek Gagak 

Hitam Gold 

Oktober 2013   26.880 Batang 2.065.200 Batang    720.000 Batang 

November 

2013 

144.000 Batang 2.166.480 Batang 3.510.960 Batang 

Desember 2013 409.560 Batang 2.510.520 Batang 1.762.920 Batang 

Januari 2014 250.920 Batang 2.492.280 Batang 2.481.480 Batang 

Februari 2014 - 2.463.600 Batang - 

Maret 2014 419.520 Batang 4.471.060 Batang 2,578.920 Batang 

TOTAL 1.250.880 Batang 16.169.140 Batang 11.054.280 Batang 

Sumber: PR Gagak Hitam 

 

Tabel 4.11 

Daftar Jumlah Produksi Pesanan Pita Cukai 6 Bulan Terakhir Oktober 2013 

s/d Maret 2014 

Bulan Jumlah Produksi  Satuan 

Oktober 2013 2.812.080 Batang  

November 2013 5.821.440 Batang 

Desember 2013 4.683.000 Batang 

Januari 2014 5.224.680 Batang 

Februari 2014 2.463.600 Batang 

Maret 2014 7.469.500 Batang 

TOTAL                            28.474.300 Batang 

Sumber: PR Gagak Hitam. 
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Contoh Penghitungan Cukai dan Pungutan Negara lainnya penulis ambil dari 

salah satu pemesanan pita cukai dari beberapa pemesanan pita cukai oleh 

PR.GAGAK HITAM di KPPBC Tipe Pratama. 

Pada tanggal 26 Agustus 2014 PR.GAGAK HITAM melakukan pemesanan pita 

cukai secara tunai dengan jenis tembakau Sigaret Kretek Tangan, Seri I, Merk 

Gagak Hitam Kuning, Isi tiap kemasan 12, HJE Rp 5.000, Tarif Cukai Rp. 80/btg, 

dan 500 lembar. Maka berapa cukai yang harus dibayar oleh PR.GAGAK 

HITAM? 

Cara Penghitungannya: 

Jumlah Cukai = Seri X Isi X Lembar X Tarif Cukai 

= 120 Keping X 12 X 500 Lembar X Rp.80 

= Rp. 57.600.000 

Jadi jumlah cukai yang harus di bayarkan oleh PR.GAGAK HITAM sebesar 

Rp.57.600.000 

Pungutan Negara Lainnya yaitu PPN HT 

PPN HT = HJE X Seri X Lembar X 8,4% Tarif 

= Rp.5.000 X 120 X 500 Lembar X 8,4% 

= Rp. 25.200.000 

Jadi jumlah pungutan Negara lainnya yaitu PPN HT yang seharusnya dibayarkan 

oleh PR.GAGAK HITAM sebesar Rp. 25.200.000 

 

Penghitungan pungutan cukai dan pungutan Negara lainnya dalam 

menentukan seri tergantung permintaan pengusaha dan jenis rokok yang 

pengusaha produksi. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor PER 30/BC/2014 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan 

Minuman Mengandung Alkohol Tahun Anggaran 2014, pita cukai hasil tembakau 

disediakan berbentuk lembaran dalam tiga seri.  
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Bahwa cukai yang merupakan pungutan Negara memberikan bantuan penerimaan 

yang cukup besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini  

dapat dibuktikan dengan pencapaian target yang dibebankan kepada KPPBC Tipe 

Pratama Panarukan pada tahun 2013 yang mencapai 116,60% dengan realisasi 

sebesar Rp. 184.802.977.850 dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp. 

158.497.781.580 dan tahun 2014 yang hanya penulis hitung sampai bulan Agustus 

saja telah mencapai Rp. 103.263.507.250 dengan prosentase sementara 89,80% 

dari target Rp. 229.936.060.080 Artinya target yang bias dicapai bahkan lebih dari 

target jika telah mencapai pada akhir tahun.  

Khusus PR.Gagak Hitam Penerimaan Cukai tahun 2013 yang mencapai 

3,26% dengan realisasi sebesar Rp. 5.169.240.000 dari target yaitu sebesar Rp. 

158.497.781.580 yang dibebankan kepada KPPBC Tipe Pratama Panarukan dan 

tahun 2014 yang penulis hitung sampai bulan November mencapai  

Rp. 5.152.320.000 dengan prosentase sementara 2,24% dari target Rp. 

229.936.060.080. Pencapaian target ini tidak lepas dari peran aktif wajib Pajak 

Cukai khususnya para pengusaha barang kena cukai dan aparatur Bea dan Cukai 

dalam menciptakan suatu iklim kerjasama yang baik dalam pelaksanaan 

pemesanan pita cukai hasil tembakau.   

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian di atas untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Pratama Panarukan agar mempertahankan pelayanan yang sudah 

ada di KPPBC Tipe pratama, memberikan pelayanan semakin baik lagi dan 

berkualitas yang dapat memuaskan pengguna jasa, sehingga kegiatan yang 

dilaksanakan dapat dikoordinasikan lebih baik lagi.     
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